" PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG KETENAGAKERJAAN

{(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 4 Tahun 2017,
tanggal 8 Mei 2017}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

2 ayat {6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/In-
passing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketena-
gakerjaan tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan
Fungsional Bidang Ketenagakerjaan; '

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan T zmerintah No-

10.

11.

mor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 |

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lem-

‘baran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubfik |

Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Menteri

tor Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun |
2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ke- |

tenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-

ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 |

tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 285);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-

ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun |
2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kes- |
elamatan dan Keséhatan Kerja dan Angka Kredit- |

nya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1799);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 |
Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan |

Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Ran-
cangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancan-
gan Peraturan Menteri di Kementerian Ketena-
gakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 411); :

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 '
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja |
| 35
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Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Re-.

publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/

Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2016 Nomor 1962});

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang

Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kredit- !

nya;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TEN-

TANG TATA CARA PENYESUAIAN JABATAN FUNG-

SIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

" Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang me-
menuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pega-
wai Aparatur Sipil Negar_a oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin-
tahan.

2. Penyesuaian (inpassing) adalah proses pengang-
katan PNS dalam Jabatan Fungsional guna me-
menuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundangan dalam jangka
waktu tertentu.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada ke-
ahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada
instansi pemerintah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemin-
dahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur
Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang |
mempunyai kewenangan melaksanakan -proses |
pengangkatan, pemindahan, élan pemberhentian
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

7. Instansi Pembina adalah kementerian yang me- .
nyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ke- :
tenagakerjaan sesuai dengan jabatan fungsional.

8. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tang-
gungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pela-
tihan di bidang atau kejuruan tertentu.

9. Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tu-

gas, tanggung jawab, wewenang dan hak se-
cara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

10. Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pembinaan dan pengemban-
gan hubungan industrial serta Mediasi perselisi-
han hubungan industrial diluar pengadilan.

11. Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang di-
angkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional
pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi
dan menegakkan pelaksanaan peraturan perun-

~dangan di bidang ketenagakerjaan.

12. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah :
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, we- |
wenang dan hak secara penuh untuk melakukan :
kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan |
kerja dan kompetensi keselamatan dan kesehatan |
kerja.

13. Portofolio adalah bukti fisik berupa dokurhen yang
menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi
yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang
ketenagakerjaan dalam interval waktu tertentu.

14. Menteri adafah menteri yang menyelenggarakan |
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk men-
jadi pedoman bagi PPK dan pejabat yang berwenang
di Kementerian Ketenagakerjaan, Instansi Pusat se-
lain Kementerian Ketenagakerjaan, dan/atau Instansi
Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam melak-
sanakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fung-
sional bidang ketenagakerjaan melalui Penyesuaian.
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Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri

atas:

a.

® a0 o

{n

(2

(3)

(1)

(2)

penetapan kebutuhan jabatan fungsional;
kriteria pengangkatan;

persyaratan;

tata cara Penyesuaian (inpassing}; dan
uji kompetensi.

Pasal 4

Instansi pusat dan instansi daerah menetapkan :

formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagaker-
jaan sesuai dengan kebutuhan.

Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fung-
sional bidang ketenagakerjaan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan '

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} melaporkan formasi Ja-
batan Fungsional bidang ketenagakerjaan kepada
Menteri.

Pasal 5

Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fung-

sional bidang ketenagakerjaan terdiri atas:

a. kategori keterampilan; dan

b. kategori keahlian. ‘

Penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan bagi:

a. PNS yang telah dan masih menjalankan tu-
gas di bidang ketenagakerjaan dapat diangkat
dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagak-
erjaan yang akan diduduki berdasarkan kepu-
tusan Pejabat yang Berwenang;

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan
sesuai dengan- farmasi Jabatan Fungsional
Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan ke-
natkan pangkat setingkat lebih tinggi;
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gkat setingkat lebih tinggi.

‘Pasal 8
(1) PNS yang melaksanakan penyesuaian (inpassing)
ke dalam Jabatan Fungsional kategori keterampi-

lan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a harus memenuhi persyaratan: )

a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/
Diploma I/Diploma II/Diploma Ill sesuai den-
gan persyaratan kualifikasi pendidikan dari ja-
batan yang akan diduduki;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golon-
gan ruang ll/a sesuai dengan persyaratan
kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tu-
gas di bidang Jabatan Fungsional yang akan
diduduki paling sedikit 2 {dua) tahun;

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang
Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

1. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun

dalam jabatan terakhir bagi administrator
dan pengawas. :

(2) PNS yang melaksanakan penyesuaian (inpassing) '

ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Di-
ploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah
strata dua (S-2) atau yang sederajat dari pen-
didikan yang terakreditasi sesuai dengan per-

syaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan |

yang akan diduduki;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golon- -
c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan | gan ruang lll/a sesuai dengan persyaratan -

pengawas yang memiliki kesesuaian antara ja- : kepangkatan dari jabatan yarig akan diduduki;

batan terakhir yang diduduki dengan Jabatan |

Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan
didudukinya; dan

¢. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tu-
gas di bidang Jabatan Fungsional yang akan
diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;

d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang
Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di-
angkat jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
memenuhi angka kredit untuk kenaikan/pan-

Rhesines

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu} tahun terakhir; dan
f. usia paling tinggi:

Vows 02U TEE0TT

dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; dan |
i 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun .
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1. 3 (tiga) tabun sebelum batas usia pensiun
dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;

2. 2 (dua) tahun sebetum batas usia pensiun
dalam jabatan terakhir bagi administrator
dan pengawas:

3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun |
dalam jabatan terakhir bagi administrator |
yang akan menduduki jabatan fungsional |

ketenagakerjaan ahli madya;

4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun
' (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional

dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpi-
nan tinggi.

(3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang akan diangkat melalui penyesuaian |
{inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur

harus memiliki pengalaman mengajar dan/atau mel-
atih sesuai dengan bidangnya paling sedikit 2 (dua)
tahun. '

Pasal 8
PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian
(inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Media-

tor Hubungan Industrial harus memiliki pengalaman |

dalam pelaksanaan tugas di bidang hubungan indus-
trial paling sedikit 2 {dua) tahun.

Pasal 9

(inpassing) ke dailam Jabatan Fungsional pengawas

| ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar

Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat
Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 10
PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian
(inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang penempatan dan perluasan kesempa-

tan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 11
PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian
{(inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Kes-

elamatan dan Kesehatan Kerja harus memiliki pengala- |

man dalam pelaksanaan tugas di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja paling sedikit 2 {dua) tahun.

Pasal 12

berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penye-
suaian (inpassing).

{2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian (in-
passing} dalam Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)}, tercantum dalam Lampi-
ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diber-
hentikan dari Jabatan Fungsional dapat diangkat
kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai den-
gan jabatan yang diduduki dan angka kredit tera-
khir yang dimiliki.

{4} Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pan-
gkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan
surat keputusan Penyesuaian ({inpassing) PNS
yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional
yvang diduduki.

Pasal 13

| Tata cara pelaksanaan Penyesuatan (inpassing):
PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian |

{1} PPK atau pejabat yang berwenang menyampai-
kan usulan Penyesuaian {(inpassing) kepada Men-
teri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat-
kan rekomendasi.

(2} Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada |

ayat {1) dengan melampirkan syarat administrasi
sebagai berikut:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan
CPNS;

b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS
menjadi PNS;

c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang;

Bitsiness News $207 4420617
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(3)

{4)

(5)

(6)

{n

(8)

d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat
terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat
yang berwenang;

e. surat pernyataan dari atasan Iangsung dan/
atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah
setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
masih dan telah menjalankan tugas di bidang
Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling
sedikit 2 {dua) tahun;

f. fotokopi penilaian prestasi kerja paling ren-
dah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
yang telah dilegalisasi cleh pejabat yang ber-
wenang; dan

g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Ja-
batan Fungsional bidang Ketenagakerjaan ti-
dak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
di bidang ketenagakerjaan sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ni.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada |
ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetap-

kan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana di- |

maksud pada ayat (3} telah selesai ditakukan, di-
lanjutkan uji kompetensi portofolio.

Hasil uji kompetensi portofolio sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim
seleksi.

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat {4) ditindaklanjuti dengan penerbitan
rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fung-
sional bidang ketenagakerjaan oleh Sekretaris
Jenderal atas nama Menteri.

Penetapan pengangkatan datam Jabatan Fung-
sional bidang ketenagakerjaan oleh PPK,
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 14
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dan ayat {2} huruf c dilak-
sanakan dengan penilaian portofolio oleh tim seleksi
yang dibentuk Unit Pembina Teknis Jabatan Fung-
sional.

Pasal 15
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mener-
bitkan rekomendasi sebagai dasar pengangkatan me-
lalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fung-
sional bidang ketenagakerjaan oleh PPK.
L]
Pasal 16
Surat pengangkatan dalam Jabatan Fungsion-
al bidang ketenagakerjaan ditetapkan paling lambat |
tanggal 31 Desember 2018. ;

Pasal 17 :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

- tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
. penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditefapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
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